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 BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Dua masalah besar yang umumnya dihadapi oleh negara-negara berkembang 
termasuk Indonesia adalah kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi 
pandapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat 
berpendapatan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang berada di bawah garis 
kemiskinan (poverty line) (Tambunan, 2001). Keyakinan mengenai adanya efek menetes 
ke bawah (trickle down effects) dalam proses pem-bangunan telah menjadi pijakan bagi 
sejumlah pengambil kebijakan dalam pembangunannya. Dengan keyakinan tersebut maka 
strategi pembangunan yang dilakukan akan lebih terfokus pada bagaimana mencapai 
suatu laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam suatu periode yang relatif singkat. 
Untuk mencapai tujuan tersebut, konsekuensi negatif yang dapat muncul sebagai akibat 
jalan pintas yang diambil berdasarkan pengalaman masa lalu adalah pusat pembangunan 
ekonomi nasional dan daerah dimulai pada wilayah-wilayah yang telah memiliki 
infrastruktur lebih memadai terutama Jawa. Selain itu pembangunan akan difokuskan 
pada sektor-sektor yang secara potensial memiliki kemampuan besar dalam mengasilkan 
nilai tambah yang tinggi terutama sektor industri dan jasa. 
Salah satu cara dalam meningkatkan distribusi pendapatan adalah dengan adanya 
pelaksanaan pembangunan ekonomi, Suryono (2000, hal. 5) menyatakan bahwa 
pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita 
penduduk atau suatu masyarakat meningkat dalam jangka penjang. Oleh karena itu perlu 
adanya pelaksanaan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan dan dilakukan dengan 
baik, sebab dengan pelaksanaan pembangunan ekonomi, akan mendorong pertumbuhan 
ekonomi dan peningkatan distribusi pendapatan bagi masyarakat. 
 Masalah distribusi pendapatan adalah suatu ukuran atas pendapatan yang diterima 
oleh setiap masyarakat. Menurut Todaro (2000, hal. 89) bahwa dalam mengukur distribusi  
pendapatan diukur dari 2 ukuran pokok yaitu distribusi pendapatan pribadi  atau distribusi 
pendapatan personal dan distribusi fungsional yang mempertimbangkan individu sebagai 
totalitas yang terpisah-pisah. Kemudian menurut Ahluwalia (1997) yang menggambarkan 
penerimaan pendapatan penduduk yaitu 40% penduduk menerima pendapatan paling 
rendah, 40% penduduk menerima pendapatan menengah dan 20% menerima pendapatan 
yang paling tinggi. 
Tingkat dan laju pertumbuhan ekonomi provinsi Sulawesi Selatan didukung oleh 
sektor-sektor usaha yang berkembang di daerah. Tingkat dan laju pertumbuhan ekonomi 
tersebut tidak terlepas dari perkembangan kinerja dan struktur perekonomian  Sulawesi 
Selatan Memang bahwa sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peranan cukup besar 
dalam perekonomian Sulawesi Selatan dari tahun ke tahun tetap dimiliki oleh sektor 
pertanian, industri, jasa dan perdagangan. Namun meski memiliki proporsi yang cukup 
besar dalam perekonomian, sektor pertanian dan industri cenderung mengalami 
penurunan peran dari tahun ke tahun. Kecenderungan ini akan berakibat pada semakin 
seriusnya persoalan rendahnya kesempatan kerja dan pengangguran terbuka.  
Kesempatan kerja di sektor-sektor seperti industri besar, kostruksi, perdagangan 
dan keuangan memang memberikan pendapatan dan nilai tambah yang tinggi namun 
ketersediaannya lebih banyak di per-kotaan daripada di pedesaan yang didomi-nasi oleh 
sektor primer, sehingga menimbulkan ketimpangan pendapatan terutama antara perkotaan 
dengan pedesaan.  
Sejak krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997 telah berlalu, 
dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir perekonomian Sulawesi Selatan terus 
mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan yang saat ini cukup 
 memiliki prospek, namun disisi lain distribusi pendapatan di Sulawesi Selatan masih 
timpang/besar. Sehingga dilihat dari Gini Ratio berada pada ketimpangan yang cukup 
mengkhawatirkan, Hal ini dapat dilihat dari table 1 tentang perbandingan pertumbuhan 
ekonomi (PDRB) dengan distribusi pendapatan untuk tahun 2001 s/d 2010, sebagai 
berikut : 
Tabel 1 
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi / PDRB dan Distribusi 
Pendapatan di Sul Sel Tahun 2001 – 2010 
Tahun 
PDRB  Indeks Gini 
Sulawesi-Selatan Sulawesi Selatan 
2001 5,11 0.27 
2002 4,10 0.28 
2003 5,25 0.3 
2004 5,20 0.32 
2005 6,05 0.34 
2006 6,72 0.35 
2007 6,34 0.37 
2008 7,78 0.36 
2009 6,20 0.39 
2010 8,18 0.4 
                Sumber : Data dari BPS Sulsel 
 
Dari penelitian yang dilakukan oleh Estudilo Jonna P(1997) yang melakukan 
penelitian mengenai distribusi pendapatan di Filipina, dimana dari hasil penelitian 
menemukan ada pengaruh antara populasi/ penduduk dengan distribusi pendapatan dan 
selain itu pendapatan dari upah yang memiliki kontribusi dalam mempengaruhi distribusi 
pendapatan. Lebih lanjut penelitian yang dilakukan oleh Lyndon, Pangemanan (2001) 
yang melakukan studi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi pendapatan. 
Dimana dari hasil penelitian yang menemukan kenaikan proporsi penduduk secara 
signifikan akan menurunkan distribusi pendapatan, kemudian proporsi anggota rumah 
tangga yang bekerja di sektor industri akan meningkatkan distribusi pendapatan rumah 
 tangga. Sedangkan pertumbuhan ekonomi akan menurunkan distribusi pendapatan rumah 
tangga, walaupun pertumbuhan ekonomi terus meningkat. 
Kemudian penelitian lainya yang sebagaimana dilakukan oleh Adrian Coto (2006) 
yang meneliti mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi, kontribusi output industri, upah 
minimum dan tingkat pendidikan terhadap distribusi pendapatan dimana dari hasil 
penelitian menemukan ada pengaruh yang positif dan signifikan antara pertumbuhan 
ekonomi dengan distribusi pendapatan. Sebaliknya output sektor industri, upah minimum 
regional dan tingkat pendidikan pekerja berpengaruh secara positif dan signifikan. 
 
Berdasarkan tabel 1 yang menggambarkan perbandingan pertumbuhan ekonomi 
dan distribusi pendapatan di Sulawesi Selatan, menunjukkan bahwa distribusi pendapatan 
di Sulawesi Selatan  yang diukur lewat indeks gini relatif timpang padahal pertumbuhan 
ekonomi di Sulawesi Selatan yang diukur dari PDRB yang cukup tinggi, Hal ini secara 
tidak langsung  menggambarkan bahwa di Sulawesi Selatan terjadi ketimpangan 
pendapatan yang mengakibatkan pertumbuhan penduduk miskinnya semakin banyak pula. 
Sementara itu dampak kebijakan penyesuaian harga, misalnya harga BBM pada tahun 
2005 dan kebijakan penyesuaian pendapatan seperti UMR dan gaji PNS yang memicu 
inflasi dalam beberapa tahun terakhir ini tentunya juga berpengaruh pada tingkat 
kemisikinan dan distribusi pendapatan di  Sulawesi Selatan Laju pertumbuhan ekonomi 
yang rendah dan kemiskinan yang makin meningkat tersebut merupakan masalah yang 
saling berkaitan di antara keduanya.   
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian tentang  “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi 
Pendapatan di Sulawesi Selatan Tahun 2001-2010.” 
 
 
 1.2. Masalah Pokok 
 Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka akan 
disajikan rumusan masalah  
1. Apakah populasi berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi 
pendapatan secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi 
di Sulawesi Selatan. 
2. Apakah UMR berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan 
secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi di Sulawesi 
Selatan. 
3. Apakah kontribusi sektor industri berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan 
distribusi pendapatan secara langsung maupun tidak langsung melalui 
pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan. 
 
1.3. Tujuan Penelitian 
 1.3.1. Tujuan penelitian 
 Adapun tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut : 
1. Untuk menguji pengaruh populasi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan 
di Sulawesi Selatan. 
2. Untuk menguji pengaruh UMR terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di 
Sulawesi Selatan  
3. Untuk menguji pengaruh kontribusi sektor industri terhadap ketimpangan 
distribusi pendapatan di Sulawesi Selatan. 
 
 
 
 
 
 
 
 1.3.2. Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut : 
1. Sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Daerah mengenai distribusi 
pendapatan di Sulawesi Selatan. 
2. Sebagai bahan referensi bagi yang berminat untuk memperdalam mengenai 
masalah distribusi pendapatan di Sulawesi Selatan. 
 
 BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Landasan Teori 
2.1.1 Pembangunan Ekonomi 
Istilah pembangunan ekonomi biasanya dikaitkan dengan perkembangan 
ekonomi di negara-negara berkembang. Sebagian ahli ekonomi mengartikan istilah ini 
sebagai berikut:  economic development is growth plus change, yaitu pembangunan 
ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan-perubahan dalam 
struktur dan corak kegiatan ekonomi. Dengan kata lain, dalam mengartikan istilah 
pembangunan ekonomi, ahli ekonomi bukan saja tertarik kepada masalah 
perkembangan pandapatan nasional riil, tetapi juga kepada modernisasi kegiatan 
ekonomi, misalnya kepada usaha merombak sektor pertanian yang tradisional, 
masalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dan masalah pemerataan pendapatan 
(Sukirno, 2006:415).   
Yang perlu diingat, pengertian pembangunan itu sangat luas bukan hanya  
sekedar bagaimana menaikkan pertumbuhan ekonomi per tahun saja. Pembangunan 
ekonomi itu bisa diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan suatu negara 
untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya. Dengan 
adanya batasan di atas, maka  pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan 
sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu 
negara meningkat dalam jangka panjang (Arsyad, 1999:11).  
Menurut Todaro (1993:29), pembangunan di semua negara memiliki tiga 
sasaran yang ingin dicapai, yaitu:  
1. Meningkatkan persediaan dan memperluas pembagian atau pemerataan  bahan 
pokok yang dibutuhkan untuk bisa hidup, seperti makanan, perumahan, 
 
 kesehatan dan perlindungan.  
2. Meningkatkan taraf hidup, termasuk manambah dan mempertinggi penghasilan, 
penyediaan lapangan kerja yang memadai, pendidikan yang  lebih baik dan 
memperhatikan nilai-nilai budaya dan kemanusiaan.  Semua itu bukan hanya 
untuk memenuhi kebutuhan materi semata, tetapi juga untuk meningkatkan 
kesadaran akan harga diri, baik individu maupun  bangsa.  
3. Memperluas jangkauan pilihan ekonomi dan sosial bagi semua individu dan 
nasional dengan cara membebaskan mereka dari sikap-sikap budak dan 
ketergantungan, tidak hanya dalam hubungannya dengan orang lain dan negara-
negara lain, tetapi juga sumber-sumber kebodohan dan penderitaan manusia.    
2.1.2 Populasi Penduduk  
Adanya pengaruh positif pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan 
ekonomi di mana kondisi dan kemajuan penduduk sangat erat terkait dengan tumbuh 
dan berkembangnya usaha ekonomi. Penduduk disatu pihak dapat menjadi pelaku 
atau sumber daya bagi faktor produksi, pada sisi lain dapat menjadi sasaran atau 
konsumen bagi produk yang dihasilkan. Kondisi-kondisi kependudukan, data dan 
informasi kependudukan akan sangat berguna dalam memperhitungkan berapa banyak 
tenaga kerja akan terserap serta kualifikasi tertentu yang dibutuhkan dan jenis-jenis 
teknologi yang akan dipergunakan untuk memproduksi barang atau jasa. 
Di pihak lain pengetahuan tentang struktur penduduk dan kondisi sosial 
ekonomi pada wilayah tertentu, akan sangat bermanfaat dalam memperhitungkan 
berapa banyak penduduk yang dapat memanfaatkan peluang dan hasil pembangunan 
atau seberapa luas pangsa pasar bagi suatu produk usaha tertentu (Todaro, 2003). 
Di era globalisasi dan perdagangan bebas, besarnya jumlah penduduk dan 
kekuatan ekonomi masyarakat menjadi potensi sekaligus sasaran pembangunan sosial 
 ekonomi, baik untuk skala nasional maupun internasional. Berdasarkan hal ini 
pengembangan sumber daya manusia perlu terus ditingkatkan agar kualitas penduduk 
sebagai pelaku ekonomi dapat meningkat sesuai dengan permintaan dan kebutuhan 
zaman yang terus menerus berkembang. 
 Permasalahan yang ditimbulkan oleh besarnya jumlah dan pertumbuhan 
angkatan kerja tersebut, disatu pihak menuntut kesempatan kerja yang lebih besar dan 
di pihak lain menuntut pembinaan angkatan kerja itu sendiri agar mampu 
menghasilkan keluaran yang lebih tinggi sebagai prasyarat untuk menuju tahap 
tinggal landas.  
  Adam smith (1729-1790) merupakan tokoh utama dari aliran ekonomi yang 
kemudian dikenal sebagai aliran klasik. Dalam hal ini teori klasik Adam Smith juga 
melihat bahwa alokasi sumber daya manusia yang efektif  adalah pemula 
pertumbuhan ekonomi. Setelah ekonomi tumbuh, akumulasi modal  (fisik) baru mulai 
dibutuhkan untuk menjaga agar ekonomi tumbuh. Dengan kata lain, alokasi sumber 
daya manusia yang efektif merupakan syarat perlu (necessary condition) bagi 
pertumbuhan ekonomi.  
Menurut Mulyadi (2003), teori klasik menganggap bahwa manusialah 
sebagai faktor produksi utama yang menentukan kemakmuran bangsa-bangsa. 
Alasannya, alam (tanah) tidak ada artinya kalau tidak ada sumber daya  manusia yang 
pandai mengolahnya sehingga bermanfaat bagi kehidupan. Dalam hal ini teori klasik 
Adam Smith (1729-1790) juga melihat bahwa alokasi sumber daya manusia yang 
efektif adalah pemula pertumbuhan ekonomi. Setelah ekonomi tumbuh, akumulasi 
modal (fisik) baru mulai dibutuhkan untuk    menjaga agar ekonomi tumbuh. Dengan 
kata lain, alokasi sumber daya manusia yang efektif merupakan syarat perlu 
(necessary condition) bagi pertumbuhan ekonomi. 
 Sesudah Adam Smith, Thomas Robert Malthus (1766-1834) dianggap sebagai 
pemikir klasik yang sangat berjasa dalam pengembangan pemikiran-pemikiran 
ekonomi. Buku Malthus yang dikenal paling luas adalah Principles of Population. 
Menurut Mulyadi (2003), dari buku tersebut akan dilihat bahwa meskipun Malthus 
termasuk salah seorang pengikut Adam Smith, tidak semua pemikirannya sejalan 
dengan pemikiran Smith. Disatu pihak Smith optimis bahwa kesejahteraan umat 
manusia akan selalu meningkat sebagai dampak positif dari pembagian kerja dan 
spesialisasi. Sebaliknya, Malthus justru pesimis tentang masa depan umat manusia. 
Kenyataan bahwa tanah sebagai salah satu faktor produksi utama tetap jumlahnya. 
Dalam banyak hal justru luas tanah untuk pertanian berkurang karena sebagian 
digunakan untuk membangun perumahan, pabrik-pabrik dan bangunan lain serta 
pembuatan jalan. Menurut Malthus manusia berkembang jauh labih cepat 
dibandingkan dengan produksi hasil-hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan umat 
manusia. Malthus tidak percaya bahwa teknologi mampu berkembang lebih cepat dari 
jumlah penduduk sehingga perlu dilakukan pembatasan dalam jumlah penduduk. 
Pembatasan ini disebut Malthus sebagai pembatasan moral. 
Kaum klasik percaya bahwa perekonomian yang dilandaskan pada kekuatan 
mekanisme pasar akan selalu menuju keseimbangan (equilibrium). Dalam posisi 
keseimbangan semua sumber daya, termasuk tenaga kerja, akan digunakan secara 
penuh (full-employed). Dengan demikian di bawah sistem yang didasarkan pada 
mekanisme pasar tidak ada pengangguran. Kalau tidak ada yang bekerja, daripada 
tidak memperoleh pendapatan sama sekali, maka mereka bersedia bekerja dengan 
tingkat upah yang lebih rendah. Kesediaan untuk bekerja dengan tingkat upah lebih 
rendah ini akan menarik perusahaan untuk memperkerjakan mereka lebih banyak. 
Kritikan Jhon Maynard Keynes (1883-1946) terhadap sistem klasik salah satunya 
 adalah tentang pendapatnya yang mengatakan bahwa tidak ada mekanisme 
penyesuaian (adjustment) otomatis yang menjamin bahwa perekonomian akan 
mencapai keseimbangan pada tingkat penggunaan kerja penuh.  
Teori Harrod-Domar dikenal sebagai teori pertumbuhan. Menurut teori ini 
dalam Mulyadi (2003), investasi tidak hanya menciptakan permintaan, tetapi juga 
memperbesar kapasitas produksi. Peran modal fisik di dalam model pertumbuhan 
sangat penting, akan tetapi kapasitas produksi hanya dapat meningkat bila sumber 
daya lain (modal fisik) membesar. Di samping itu dalam model pertumbuhan, jumlah 
penduduk yang besar tidak mengurangi pendapatan per kapita asalkan modal fisiknya 
meningkat. Model yang sama juga dikemukakan oleh model Solow di mana dalam 
model ini dipakai suatu fungsi produksi Cobb-Douglas. Angkatan kerja diasumsikan 
tumbuh secara geometris dan full employment selalu tercapai. Tetapi, dalam model ini 
pekerja sudah diperluaskan secara jelas sebagai salah satu faktor produksi, dan bukan 
sekedar pembagi (untuk memperoleh output pekerja). Dalam model ini juga dilihat 
substitusi antara modal fisik dan pekerja. 
Boserup berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk justru menyebabkan 
dipakainya sistem pertanian yang lebih intensif disuatu masyarakat dan meningkatnya 
output di sektor pertanian. Boserup juga berpendapat bahwa pertambahan penduduk 
berakibat dipilihnya sistem teknologi pertanian pada tingkatan yang lebih tinggi. 
Dengan kata lain, inovasi (teknologi) ada lebih dahulu. Inovasi itu hanya 
menguntungkan bila jumlah penduduk lebih banyak. Inovasi menurut Boserup dapat 
meningkatkan output pekerja, tetapi hanya dilakukan bila jumlah pekerjanya banyak. 
Pertumbuhan penduduk justru mendorong diterapkannya suatu inovasi (teknologi) 
baru (Mulyadi, 2003). 
 
 
 Dari keseluruhan teori tenaga kerja dan pertumbuhan penduduk yang 
mendominasi sebagian besar teori-teori pembangunan pada tahun 1950-an dan 1960-
an dan pada awal tahun 1980-an dikenal bentuk aliran ekonomi sisi penawaran atau 
supply-side economics, yang memfokuskan pada kebijakan-kebijakan untuk 
meningkatkan output nasional melalui akumulasi modal. Karena model ini 
menghubungkan tingkat penyediaan kesempatan kerja dengan tingkat pertumbuhan 
GNP, artinya dengan memaksimumkan penyerapan tenaga kerja, untuk 
memaksimumkan pertumbuhan GNP dan kesempatan kerja dengan cara 
memaksimumkan tingkat tabungan dan investasi. 
2.1.3 Upah Minimum Regional 
 Dalam teori ekonomi, upah dapat diartikan sebagai pembayaran atas jasa- jasa  
fisik  maupun mental  yang  disediakan  oleh  tenaga  kerja  kepada  para   pengusaha 
(Sadono Sukirno, 2005).   Menurut  Sonny  Sumarsono  (2003),  perubahan  tingkat  
upah  akan  mempengaruhi  tinggi  rendahnya  biaya  produksi  perusahaan. Apabila  
digunakan asumsi bahwa tingkat upah naik, maka akan terjadi hal-hal sebagai berikut. 
      Pertama  naiknya  tingkat upah akan meningkatkan biaya produksi perusahaan,  
yang  selanjutnya  akan  meningkatkan  harga  per  unit  barang  yang  diproduksi.  
Konsumen  akan  memberikan  respon  apabila  terjadi  kenaikan harga barang, yaitu 
mengurangi konsumsi atau bahkan  tidak  lagi  mau  membeli  barang  yang  
bersangkutan.  Akibatnya  banyak  barang  yang  tidak  terjual, dan  terpaksa produsen 
menurunkan  jumlah  produksinya. Turunnya  target produksi, mengakibatkan 
berkurangnya   tenaga  kerja  yang  dibutuhkan.  Penurunan  jumlah  tenaga  kerja  
yang  dibutuhkan  karena  pengaruh  turunnya  skala  produksi  disebut  dengan  efek 
skala produksi atau scale effect.   
 
       Kedua  apabila  upah  naik  (asumsi  harga  dari  barang-barang  modal  
lainnya tidak  berubah),  maka  pengusaha  ada  yang  lebih  suka  menggunakan  
teknologi  padat  modal  untuk  proses  produksinya  dan  menggantikan  kebutuhan  
akan  tenaga  kerja  dengan  kebutuhan  akan  barang-barang  modal seperti mesin dan 
lainnya. Penurunan jumlah tenaga kerja yang  dibutuhkan karena adanya penggantian 
atau penambahan penggunaan  mesin-mesin disebut dengan  efek  substitusi  tenaga 
kerja  (substitution effect). 
Kontraversi tentang upah minimum bukanlah isu baru. Perbedaan pendapat ini 
dapat dilihat dari perselisihan antara kelompok serikat pekerja yang menghendaki 
kenaikan upah minimum yang signifikan, sementara kelompok pengusaha melihat 
bahwa tuntutan ini bertentangan dan tidak kompatibel dengan upaya pemerintah 
mendorong pemulihan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. 
Perdebatan yang muncul antara lain ; menyangkut sejauh mana upah riil 
mengikuti pertumbuhan produktivitas, kebutuhan terhadap penentuan upah minimum. 
Yang pertama berkait dengan upaya mempertahankan daya saing industri padat karya 
Indonesia, sementara yang kedua berkait dengan upaya untuk meningkatkan 
kesejahteraan buruh termasuk di dalamnya dimensi pemerataan yang sering harus 
mengalami trade-off dengan tujuan pertumbuhan ekonomi (daya saing). 
Bagi para ekonom, masalah ini pun sering mengundang perdebatan baik dalam 
aplikasinya di negara maju maupun berkembang. Satu kelompok ekonom melihat, 
upah minimum akan menghambat penciptaan lapangan kerja dan menambah 
persoalan pemulihan ekonomi. Sementara sekelompok lain dengan bukti empirik 
menunjukkan, penerapan upah minimum tidak selalu identik dengan pengurangan 
kesempatan kerja, bahkan akan mampu mendorong proses pemulihan ekonomi. 
 
 Teori ekonomi klasik (antara lain Stopler-Samuelson) menunjukkan, koreksi 
harga relatif input (upah relatif terhadap biaya kapital) melalui liberalisasi ekonomi, 
akan mengarahkan alokasi faktor produksi dengan menggunakan input yang berlebih, 
dalam hal ini tenaga kerja. Teori ekonomi ini juga menunjukkan, untuk negara yang 
tenaga kerjanya berlimpah seperti Indonesia, liberalisasi ekonomi cenderung 
meningkatkan pangsa nilai produksi marjinal tenaga kerja relatif terhadap total output, 
sementara pangsa balas jasa faktor modal (keuntungan) cenderung akan menurun. 
Kenaikan pangsa nilai produksi marjinal tenaga ini akan meningkatkan tingkat upah 
riil. Dengan demikian, sebetulnya tidak akan terjadi keraguan bahwa dalam pasar 
yang makin bebas, kenaikan marginal product of labor (produktivitas tenaga kerja) 
akan selalu diikuti kenaikan upah riil. Dengan demikian, penetapan upah minimum 
tidak berarti banyak, bahkan hanya menciptakan distorsi baru dalam perekonomian. 
Munculnya ketentuan upah minimum akan mendorong terjadinya distorsi 
dalam pasar tenaga kerja. Artinya dengan ketentuan upah minimum, maka buruh 
mempunyai kekuatan monopoli yang cenderung melindungi buruh yang telah bekerja 
dalam industri itu. Kekuatan serikat buruh yang cenderung memaksimumkan 
pendapatan dari buruh yang ada akan mendiskriminasi pendatang baru dalam pasar 
tenaga kerja. Pandangan serupa valid dalam kondisi di mana perusahaan tidak 
mempunyai kekuatan monopsoni untuk menekan buruh. Jika ada monopsoni dalam 
pasar tenaga kerja, maka pengaruh ketentuan upah minimum dapat mendorong 
peningkatan kesempatan kerja. 
Teori  lain yang berseberangan dengan teori neoklasik adalah efficiency wage 
theory. Dalam pandangan teori ini, penetapan upah minimum memungkinkan tenaga 
kerja meningkatkan nutrisinya sehingga dalam jangka panjang dapat meningkatkan 
produktivitasnya. Peningkatan upah juga memungkinkan buruh untuk menyekolahkan 
 anaknya dan memberi nutrisi yang lebih baik bagi anak-anaknya. Keduanya dalam 
jangka panjang akan memberi dampak yang besar terhadap peningkatan produktivitas. 
Tetapi, bagaimana mengatasi masalah penyerapan tenaga kerja dalam jangka pendek 
(masa transisi), karena dampak peningkatan nutrisi terhadap produktivitas 
membutuhkan waktu. 
Pandangan teori ekonomi neoklasik sejalan dengan temuan empirik baru yang 
dihasilkan SMERU Research Institute dan Direktorat Ketenagakerjaan Bappenas. 
Ditemukan hanya 40 persen unit usaha di Indonesia yang membayar upah sesuai 
ketentuan upah minimum; kenaikan upah minimum mempunyai hubungan negatif 
terhadap kesempatan kerja di sektor formal perkotaan. Setiap 10 persen kenaikan 
upah minimum mempunyai asosiasi dengan pengurangan kesempatan kerja 1,1 
persen;  kenaikan upah minimum lebih dinikmati buruh terdidik (white collar 
workers) dibanding buruh tidak terdidik (blue collar workers) karena perusahaan 
cenderung melakukan substitusi antartenaga kerja dan antara tenaga kerja dan mesin. 
 
2.1.4 Sektor Industri 
Peranan industri dalam pertumbuhan wilayah secara jelas dikemukakan oleh 
Yeates dan Gardner (Arifin, 1997), bahwa kegiatan industri merupakan salah satu 
faktor penting dalam mekanisme perkembangan dan pertumbuhan wilayah. Hal ini 
disebabkan adanya efek multiplier dan inovasi yang ditiimbulkan oleh kegiatan 
industri yang berinteraksi dengan potensi dan kendala yang dimiliki wilayah. Seorang 
pakar ekonomi Rusia (Rostow), juga mengatakan bahwa tahap tinggal landas dalam 
pembangunan ekonomi ditandai oleh pertumbuhan yang pesat pada satu atau beberapa 
sektor industri (Rostow dalam Jhingan, 1990). 
 
  Pembangunan  Ekonomi  suatu  bangsa  merupakan  pilar  penting  bagi 
terselenggaranya  proses  pembangunan  di  segala  bidang.  Karena  jika  
pembangunan ekonomi  suatu  bangsa  berhasil,   maka  bidang-bidang  lain  seperti  
bidang  hukum,  politik, pertanian, dan lain-lain akan sangat terbantu.   Suatu  
masyarakat  yang  pembangunan  ekonominya  berhasil  ditandai  dengan  tingginya  
pendapatan  perkapita   masyarakat  negara  tersebut.  Dengan  tingginya  pendapatan  
perkapita  masyarakat,  maka  negara  dan  masyarakat  akan  dapat  lebih  leluasa 
dalam menjalankan berbagai aktivitas pada berbagai bidang yang lain.  
 Salah  satu  sektor penting dalam pembangunan di  bidang ekonomi  adalah 
sektor Industri.  Peranan  sektor  Industri  dalam  pembangunan  ekonomi  di  berbagai  
negara  sangat  penting  katrena  sektor  Industri  memiliki  beberapa  keunggulan  
dalan  hal  kselerasi pembangunan. Keunggulan-keunggulan  sektor  Industri  tersebut  
diantaranya  memberikan  kontribusi bagi penyerapan tenaga kerja dan mampu 
menciptakan nilai tambah (value  added) yang lebih tinggi pada berbagai komoditas 
yang dihasilkan.  
 Menurut Teori Ekonomi Pembangunan, semakin tinggi kontribusi sektor 
Industri  terhadap Pembangunan Ekonomi negaranya maka negara tersebut semakin 
maju. Jika  Suatu  negara  kontribusi  sektor  industrinya  telah  diatas  30% maka  
dapat  dik atakan negara tersebut tergolong negara maju (Sadono Sukirno, 2001). 
Hubungan antara industri dan wilayah adalah bervariasi antar berbagai 
wilayah. Pertama yaitu adanya keterkaitan dengan lingkungan, meningkatkan 
kesempatan kerja, kebutuhan akan bahan baku, sumberdaya alam dan manusia, serta 
perbandingan keuntungan nasional dan internasional dalam penggunaannya pada 
berbagai industri. Kedua, dalam kaitannya dengan industri sendiri yang meliputi: 
1. Kepentingan industri dan fungsi yang berkaitan dengan berbagai elemen ekonomi 
 wilayah, seperti jenis pekerjaan, kesempatan kerja, pendapatan rumah tangga, 
penggandaan antar sektor, pendapatan sektor ekspor dan penggunaan lahan dari 
berbagai kegiatan ekonomi. 
2. Organisasi sistem dalam arti kepemilikan, pengendalian, skala ekonomi, 
teknologi, kapitalisasi dan keterkaitan antara organisasi. 
3. Dinamika sistem, terlihat dari adanya pertumbuhan, perkembangan, stagnasi, 
kemunduran dan stagnasi, kemunduran dan restrukturisasi yang dihasilkan dari 
kombinasi kelahiran, migrasi masuk, migrasi keluar atau perubahan lain terhadap 
kondisi perusahaan yang ada. 
4. Tipe industri seperti terlihat pada sektor ekonomi fungsi industri dalam mata 
rantai produksi, serta tempatnya dalam, divisi tenaga kerja baik secara nasional 
maupun internasional 
Ketiga, adanya dampak dari sistem industri dan dinamikanya terhadap kulitas 
ekonomi, sosial, fisik dan komponen terbangun dari lingkungan masyarakat, 
khususnya kondisi pasar tenaga kerja, pendapatan riil, kesejahteraan, dan sejenisnya. 
Untuk dapat mengatasi persoalan yang akan ditimbulkan oleh pembangunan industri, 
pemerintah daerah perlu mengetahui gambaran menyeluruh mengenai industri itu 
sendiri seta dampak-dampak yang mungkin ditimbulkan. 
2.1.5 Pertumbuhan Ekonomi 
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi 
utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan 
peningkatan kesejahteraan. Menurut Putong (2007:483), pertumbuhan ekonomi 
merupakan kenaikan pendapatan nasional secara berarti dalam suatu periode 
perhitungan tertentu. Sedangkan menurut Schumpeter (dalam Putong, 2007:483), 
pertumbuhan ekonomi adalah pertambahan output (pendapatan nasional) yang 
 disebabkan oleh pertambahan alami dari tingkat pertambahan penduduk dan tingkat 
tabungan. 
Menurut Kuznets (dalam Jhingan, 1994:72), pertumbuhan ekonomi adalah 
kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan 
semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini 
tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan serta 
ideologis yang diperlukannya. 
Definisi tersebut memiliki tiga komponen: pertama, pertumbuhan ekonomi 
suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus menerus persediaan barang; 
kedua, teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang 
menentukan derajad pertumbuhan ekonomi dalam penyediaan beraneka macam 
barang kepada penduduk; ketiga, penggunaan teknologi secara luas dan efisien 
memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi sehingga 
inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan umat manusia dapat dimanfaatkan 
secara tepat. Dalam pemahaman ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi adalah 
penambahan PDB, yang berarti peningkatan pendapatan nasional. 
Pendapatan nasional memiliki dua arti, yaitu arti sempit dan arti luas. Dalam 
arti sempit, pendapatan nasional adalah pendapatan nasional itu sendiri, sedangkan 
dalam arti luas, pendapatan nasional merujuk ke PDB atau merujuk ke PNB, atau ke 
PNN (Tambunan, 2003:41). 
Sejak dahulu para ahli ekonomi klasik dan neo-klasik seperti Adam Smith, 
David Ricardo, Thomas Robert Malthus, John Stuart Mill, Alfred Marshal, Leon 
Walras dan Kurt Wicksel telah mengemukakan beberapa teori pertumbuhan untuk 
menjawab berbagai masalah perekonomian. Adam Smith adalah ahli ekonomi klasik 
yang pertama kali mengemukakan mengenai pentingnya kebijaksanaan lisezfaire atas 
 sistem mekanisme untuk memaksimalkan tingkat perkembangan ekonomi suatu 
masyarakat. 
Adam Smith dalam bukunya ”An Inquiry Into the Nature and Causes of The 
Wealth of the Nations” mengemukakan faktor-faktor yang menimbulkan terjadinya 
pertumbuhan ekonomi. Menurut Smith (dalam Suryana, 2000:53), penduduk yang 
bertambah akan memperluas pasar, dan perluasan pasar akan mendorong tingkat 
spesialisasi. Spesialisasi akan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi atau 
mempercepat proses pertumbuhan ekonomi, karena spesialisasi akan mendorong 
produktifitas tenaga kerja dan mendorong tingkat perkembangan teknologi. Jadi, 
menurut teori klasik, pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh adanya perpacuan antara 
perkembangan penduduk dan kemajuan teknologi. 
Mengenai corak dan proses pertumbuhan ekonomi, Smith mengemukakan 
bahwa apabila pertumbuhan telah terjadi, maka proses tersebut akan terus menerus 
berlangsung secara kumulatif. Apabila terdapat permodalan awal dan kemungkinan-
kemungkinan pasar, pembagian kerja akan terjadi, sehingga timbul kenaikan 
produktifitas dan pendapatan nasional. Adanya kenaikan pendapatan nasional akan 
memperluas pasar dan menciptakan tabungan yang lebih banyak. Selain itu, 
spesialisasi dan perluasan pasar akan menciptakan perangsang yang lebih besar bagi 
para pengusaha, pengembangan teknologi dan inovasi, sehingga pertumbuhan 
ekonomi akan berlangsung secara terus menerus. 
Pandangan Smith yang optimis terhadap pola proses pertumbuhan ekonomi 
bertentangan dengan pendapat David Ricardo dan Thomas Robert Malthus. Ricardo 
dan Malthus lebih pesimis terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang (long run), 
karena dalam jangka panjang, perekonomian akan berada pada kondisi ”stationary 
state”, yaitu suatu keadaan dimana pertumbuhan ekonomi tidak terjadi sama sekali, 
 sedangkan pertumbuhan penduduk akan menurunkan kembali pertumbuhan ekonomi 
ke tahap yang lebih rendah. Hal tersebut terjadi karena berlakunya ”The Law of 
Deminishing Returns” . Hakikat teori ini adalah karena keterbatasan tanah, maka 
apabila terjadi pertumbuhan penduduk (pertambahan tenaga kerja), akan berakibat 
pada menurunnya marginal product. Pada tingkat ini, pekerja akan menerima tingkat 
upah yang subsisten, yaitu suatu tingkat upah yang hanya cukup untuk hidup, 
sedangkan tingkat keuntungan pada akhirnya adalah nol. Tibalah dengan yang disebut 
dengan keadaan stasioner.  
Menurut Ricardo (dalam Suryana, 2000:55), peranan teknologi dan akumulasi 
modal akan meningkatkan produktifitas tenaga kerja dan menghambat bekerjanya The 
Law of Deminishing Returns, meskipun diantara keduanya memiliki peranan yang 
berbeda. Akumulasi kapital mampu menghambat penurunan produktifitas, yaitu 
melalui kemajuan teknologi dan kemajuan teknologi inilah yang dapat menghalangi 
terjadinya stationary state. Sehingga jelas bahwa pertumbuhan ekonomi akan 
merupakan proses tarik menarik antara dua kekuatan, yaitu  The Law of Deminishing 
Returns dan kemajuan teknologi. 
Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam pertumbuhan 
ekonomi berdasarkan teori klasik, (1) tingkat perkembangan suatu masyarakat 
tergantung pada 4 faktor, yaitu jumlah penduduk, jumlah stok modal, luas tanah dan 
tingkat teknologi yang dicapai, (2) kenaikan upah akan menyebabkan kenaikan 
penduduk, (3) tingkat keuntungan merupakan faktor yang menentukan pembentukan 
modal, bila tidak terdapat keuntungan, maka akan mencapai stationary state, (4) The 
Law of Deminishing Returns berlaku untuk segala kegiatan ekonomi sehingga 
mengakibatkan pertambahan produk yang semakin menurunkan tingkat upah, 
menurunkan tingkat keuntungan, tetapi menaikkan tingkat sewa tanah. 
 Ahli ekonomi neo-klasik memiliki pendapat lain dalam mengemukakan teori 
pertumbuhan ekonominya. Yoseph Schumpeter lebih menekankan peranan pengusaha 
dalam pertumbuhan ekonomi. Sebagai kunci dari teori Schumpeter adalah bahwa 
untuk pertumbuhan ekonomi, faktor yang terpenting adalah entrepreneur, yaitu orang 
yang memiliki inisiatif untuk perkembangan produk nasional maupun regional. 
Scumpeter berkeyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi diciptakan oleh inisiatif 
golongan pengusaha yang inovatif.  
Menurut Schumpeter (dalam Suryana, 2000:57), pembaharuan yang 
diciptakan oleh para pengusaha meliputi bentuk (a) memperkenalkan barang baru, (b) 
menggunakan cara-cara baru dalam memproduksi barang, (c) memperluas pasar ke 
daerah-daerah baru, (d) mengembangkan sumber bahan mentah baru, dan (d) 
mengadakan reorganisasi dalam suatu unit produksi.  
Samuelson pada tahun 1955 juga memperkenalkan salah satu teori 
pertumbuhan ekonomi yang dikenal dengan teori pertumbuhan jalur cepat (turnpike). 
Menurut Samuelson (dalam Tarigan, 2005:55), setiap wilayah perlu melihat sektor 
atau komoditi yang memiliki potensi besar dan dapat dikembangkan dengan cepat, 
baik karena potensi alam maupun karena sektor tersebut memiliki competitive 
adventage untuk dikembangkan. Artinya, dengan kebutuhan modal yang sama sektor 
tersebut dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar dan memberikan sumbangan 
yang besar untuk perekonomian. Agar pasarnya dapat terjamin, produk tersebut harus 
dapat menembus dan mampu bersaing pada pasar luar negeri. Perkembangan sektor 
tersebut akan mendorong sektor lain turut berkembang sehingga perekonomian secara 
keseluruhan dapat bertumbuh.  
Bila dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi regional, pada dasarnya konsep 
pertumbuhan ekonomi yang digunakan hampir sama dengan konsep pertumbuhan 
 ekonomi secara nasional. Menurut Tarigan (2005:46), pertumbuhan ekonomi regional 
adalah pertambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di 
wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (added value) yang terjadi. 
Menurut Djojohadikusumo (dalam Setiawan, 2006:6), pengertian 
pertumbuhan ekonomi regional menyangkut perkembangan berdimensi tunggal dan 
diukur dengan meningkatnya hasil produksi (output) dan pendapatan.  
Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau perkembangan 
jika tingkat kegiatan atau ekonominya meningkat atau lebih tinggi jika dibandingkan 
dengan tahun sebelumnya. Dengan kata lain, pertumbuhan baru terjadi bila jumlah 
barang dan jasa secara fisik yang dihasilkan perekonomian tersebut bertambah besar 
pada tahun-tahun berikutnya. Oleh karena itu, untuk melihat peningkatan jumlah 
barang yang dihasilkan, maka pengaruh perubahan harga-harga terhadap nilai 
pendapatan daerah pada berbagai tahun harus dihilangkan. Caranya adalah dengan 
melakukan perhitungan pendapatan daerah atas dasar harga konstan. 
Dalam membicarakan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi regional, sangat 
perlu diketahui tentang konsep atau arti nilai tambah. Nilai produksi tidak sama 
dengan nilai tambah karena di dalam nilai produksi terdapat biaya antara 
(intermediate cost), yaitu biaya perolehan dari sektor lain yang telah dihitung sebagai 
produksi di sektor lain. Terdapat berbagai konsep dan definisi yang biasa dipakai 
dalam membahas pendapatan regional/nilai tambah.  
 
 
 
 
 
 2.1.6 Distribusi Pendapatan 
Teori ketimpangan distribusi pendapatan dapat dikatakan dimulai dari 
munculnya suatu hipotesa yang terkenal yaitu Hipotesis U terbalik (inverted U curve) 
oleh Simon Kuznets tahun 1955. Beliau berpendapat bahwa mula-mula ketika 
pembangunan dimulai, distribusi pendapatan akan makin tidak merata, namun setelah 
mencapai suatu tingkat pembangunan tertentu, distribusi pendapatan makin merata. 
Ketimpangan distribusi pendapatan tidak terlepas atau sangat erat hubungannya 
dengan kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh semua 
negara di dunia. Di Amerika Serikat, yang tergolong negara maju dan salah satu 
negara kaya di dunia, masih terdapat jutaan orang yang tergolong miskin. Sementara 
itu, mereka yang hidup tidak miskin relatif miskin dibanding penduduk Amerika 
lainnya. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Sharp (1996) : 
“Poverty amidst plenty” is a streaking feature of the American 
scene. Our nation is the richest in the world, yet millions of people 
are poor, and millions more that do not live in poverty are poor 
relative to others. This is not the American dream; it is the American 
paradox. 
 
Distribusi pendapatan mencerminkan merata atau timpangnya pembagian 
hasil pembangunan suatu negara di kalangan penduduknya. Distribusi pendapatan 
sebagai suatu ukuran dibedakan menjadi dua ukuran  pokok, baik untuk tujuan 
analisis maupun untuk tujuan kuantitatif (Todaro, 2000:89) yaitu: 
1. Pendapatan ”personal” atau distribusi pendapatan berdasarkan ukuran   atau 
besarnya pendapatan. Distribusi pendapatan pribadi atau distribusi pendapatan 
berdasarkan besarnya pendapatan paling banyak digunakan ahli ekonomi. 
Distribusi ini hanya menyangkut orang per orang atau rumah tangga dan total 
pendapatan yang mereka terima, dari mana pendapatan yang mereka peroleh tidak 
dipersoalkan.  Tidak  dipersoalkan pula berapa banyak yang diperoleh 
 masing-masing individu, apakah merupakan hasil dari pekerjaan mereka atau 
berasal dari sumber-sumber lain. Selain itu juga diabaikan sumber-sumber 
pendapatan yang menyangkut lokasi (apakah di wilayah desa atau kota) dan jenis 
pekerjaan. 
2. Distribusi pendapatan “fungsional” atau distribusi pendapatan menurut bagian  
faktor distribusi. Sistem distribusi ini mempertimbangkan individu-individu 
sebagai totalitas yang terpisah-pisah. Menurut Ahluwalia (1997) dalam Pramono 
(1999:23) mengenai keadan distribusi pendapatan di beberapa negara dapat 
digambarkan dalam 2 (dua) hal  yaitu: 
a. Adalah perbandingan jumlah pendapatan yang diterima oleh berbagai 
golongan penerima pendapatan dan golongan ini didasarkan pada besar 
pendapatan yang mereka terima. Ahluwalia (1997) menggolongkan penduduk 
penerima pendapatan: 
1) 40 persen penduduk menerima pendapatan paling rendah. 
2)40 persen penduduk menerima pendapatan menengah. 
3)20 persen penduduk menerima pendapatan paling tinggi. 
b. Distribusi pendapatan mutlak adalah persentase jumlah penduduk yang  
pendapatannya mencapai suatu tingkat pendapatan tertentu atau kurang dari 
padanya. Ukuran umum yang dipakai biasanya adalah kriteria Bank Dunia 
yaitu ketidakmerataan tertinggi bila 40 persen  penduduk dengan distribusi 
pendapatan terendah menerima kurang dari 12 persen pendapatan nasional. 
Ketidakmerataan sedang apabila 40 persen penduduk dengan pendapatan 
terendah menerima 12-17 persen pendapatan nasional. Ketidakmerataan 
rendah bila 40 persen penduduk dengan pendapatan terendah menerima lebih 
dari 17 persen dari seluruh pendapatan nasional. 
 Ada beberapa cara yang dijadikan sebagai indikator untuk mengukur 
kemerataan distribusi pendapatan, diantaranya yaitu : 
 
1. Kurva Lorenz 
Kurva Lorenz menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan nasional di 
kalangan lapisan-lapisan penduduk. Kurva ini terletak di dalam sebuah bujur sangkar 
yang sisi tegaknya melambangkan persentase kumulatif pendapatan nasional, 
sedangkan sisi datarnya mewakili persentase kumulatif penduduk. Kurvanya sendiri 
ditempatkan pada diagonal utama bujur sangkar tersebut. Kurva Lorenz yang semakin 
dekat ke diagonal (semakin lurus) menyiratkan distribusi pendapatan nasional yang 
semakin merata. Sebaliknya, jika kurva Lorenz semakin jauh dari diagonal (semakin 
lengkung), maka ia mencerminkan keadaan yang semakin buruk, distribusi 
pendapatan nasional semakin timpang dan tidak merata.` 
                 
 Gambar 1 : Kurva Laurens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Indeks Gini atau Rasio Gini 
Gini ratio merupakan suatu ukuran kemerataan yang dihitung dengan 
membandingkan luas antara diagonal dan kurva Lorenz dibagi dengan luas segitiga di 
bawah diagonal 
                                       Gambar 2 : indeks gini ratio 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data yang diperlukan dalam penghitungan gini ratio: 
 Jumlah rumahtangga atau penduduk 
 Rata-rata pendapatan atau pengeluaran rumahtangga yang sudah dikelompokkan 
menurut kelasnya. 
 
Rumus untuk menghitung gini ratio: 
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 dengan:   
 Pi : persentase rumahtangga atau penduduk pada kelas ke-i 
 Qi : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i 
 Nilai gini ratio berkisar antara 0 dan 1, jika: 
 G < 0,3          →  ketimpangan rendah 
  0,3 ≤ G ≤ 0,5 →  ketimpangan sedang 
 G > 0,5        →  ketimpangan tinggi 
 
3. Kriteria Bank Dunia 
Kriteria ketidakmerataan versi bank dunia didasarkan atas porsi pendapatan 
nasional yang dinikmati oleh tiga lapisan penduduk, yakni 40% penduduk 
berpendapatan rendah, 40% penduduk berpendapatan menengah, serta 20% 
penduduk berpendapatan tinggi. Ketimpangan atau ketidakmerataan distribusi 
pendapatan dinyatakan parah apabila 40% penduduk berpendapatan rendah 
menikmati kurang dari 12% pendapatan nasional. Ketidakmerataan dianggap sedang 
atau moderat apabila 40% penduduk miskin menikmati antara 12-17% pendapatan 
nasional. Sedangkan jika 40% penduduk yang berpendapatan rendah menikmati 
lebih dari 17% pendapatan nasional, maka ketimpangan atau kesenjangan dikatakan 
lunak dan distribusi pendapatan nasional dianggap cukup merata. 
 
2.1.7 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Distribusi Pendapatan 
Dari segi teori ekonomi dapat dijelaskan sebagai berikut (Puslitbang Ekobank, 
LIPI, 1994): 
1. Teori Karl Marx (1787); Marx berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi pada 
tahap awal pembangunan akan meningkatkan permintaan tenaga kerja. Kenaikan 
tingkat upah dari tenaga kerja selanjutnya berpengaruh terhadap kenaikan resiko 
kapital terhadap tenga kerja sehingga terjadi penurunan terhadap permintaan 
tenaga kerja. Akibatnya timbul masalah pengangguran dan ketimpangan 
pendapatan. Singkatnya, pertumbuhan ekonomi cenderung mengurangi masalah 
kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan hanya pada tahap awal 
 pembangunan, kemudian pada tahap selanjutnya akan terjadi sebaliknya. 
2. Para ekonom klasik (Roberti, 1974), Hayani dan Rufffan (1985), mengemukakan 
pertumbuhan ekonomi akan selalu cenderung mengurangi kemiskinan dan 
ketimpangan pendapatan walaupun masih dalam tahap awal pertumbuhan. Bukti 
empiris dari pandangan isi berdasarkan pengamatan di beberapa negara seperti 
Taiwan, Hongkong, Singapura, RRC. Kelompok Neo klasik sangat optimis bahwa 
pertumbuhan ekonomi pada prakteknya cenderung mengurangi ketimpangan 
pendapatan dan kemiskinan. 
3. Neo Marxist menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi justru akan selalu 
menyebabkan melebarnya jurang ketimpangan antara si kaya dan si miskin. Hal 
ini terjadi karena adanya akumulasi modal dan kemajuan teknologi yang 
cenderung meningkatkan konsentrasi penguasaan sumberdaya dan kapital oleh 
para penguasa modal kelompok “elit” masyarakat. Sebaliknya nonpemilik modal 
akan tetap berada dalam keadaaan kemiskinan.  
4. Munculnya kontroversi mengenai ada atau tidaknya trade off antara 
ketidakmerataan dan pertumbuhan menurut Fields (1990) dalam Mudrajad 
Kuncoro (1997:17), tergantung dari jenis data yang digunakan, apakah cross 
section, time series atau menggunakan data mikro. Masing-masing akan 
menghasilkan perhitungan yang berbeda karena pendekatan yang dilakukan 
berbeda. 
Pada tahun 1990 (dalam Joko Waluyo), pandangan Klasik tentang  distribusi 
pendapatan (salah satu aspek yang diukur adalah kesenjangan) tidak hanya pada 
output akhir, tetapi faktanya berdampak pada faktor-faktor utama dari indikator 
ekonomi. Banyak ahli ekonomi berangkat dari topik yang sama tentang ketersediaan 
kredit di masyarakat. Oded Galor dan Joseph Zeira (1993) pada paper “Income 
 Distribution and Macroeconomics” memberi kesimpulan: “In general, this study 
shows that distribution of wealth and incomes are very important from a 
macroeconomics point of view. They affect output and investment in the short and in 
the long run and pattern of adjustment to exogenous shocks. It is, therefore, our belief 
that this relationship between income distribution and macroeconomis will attract 
more studies in the future” (Galor, O and J. Zeira, 1993, 35-52). 
Studi empiris menyatakan bahwa preposisi kesenjangan tingkat awal (initially 
inequality) rupa-rupanya berasosiasi dengan tingkat pertumbuhan yang rendah 
(Persson & Tabellini, 1994 dan Alesina & Rodrik, 1994). Dengan menggunakan 
kumpulan data yang tersedia, kedua studi menemukan variabel distribusi pendapatan 
berhubungan negatif dan signifikan dengan pertumbuhan dalam regresi model 
pertumbuhan, jika pengontrolan terhadap variabel yang berada di sisi sebelah kanan 
dari persamaan adalah nilai awal pendapatan (initial income), kesempatan bersekolah 
(schooling), dan investasi kapital (Physical capital investment). Survey yang 
dilakukan oleh Benabou (1996) dengan menggunakan data cross country juga 
menghasilkan kesimpulan yang sama.  
Hubungan antara distribusi pendapatan dengan pertumbuhan ekonomi dapat 
secara langsung maupun tidak langsung. Studi terkini menunjukkan bahwa hubungan 
antara distribusi pendapatan dengan pertumbuhan ekonomi melalui beberapa saluran 
(Ferrierra, 1999:9). 
2.1.8  Penelitian Terdahulu 
Penelitian-penelitian terhadap distribusi pendapatan masih terus  dilakukan, 
baik yang berupa pengujian terhadap hipotesis Kuznets maupun pengembangan teori 
lebih lanjut. Berikut ini adalah peneliti-peneliti yang telah melakukan penelitian 
mengenai pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan, antara lain: 
 Jonna P. Estudillo (1997) melakukan penelitian distribusi pendapatan di 
Filipina menggunakan data tahun 1961-1991 dengan hasil sebagai berikut: 
1. Kenaikan proporsi populasi penduduk di perkotaan berdampak pada 
memburuknya distribusi pendapatan penduduk. Distribusi pendapatan seluruh 
penduduk merupakan kombinasi dari distribusi pendapatan penduduk perkotaan 
dan pedesaan. 
2. Peningkatan jumlah penduduk berusia tua akan megurangi pendapatan rumah 
tangga, karena pendapatan penduduk berusia tua biasanya lebih rendah 
dibandingkan pendapatan penduduk usia produktif. 
3. Peningkatan permintaan terhadap sumber daya manusia yang ahli dan 
berpendidikan tinggi menyebabkan rumah tangga cenderung untuk lebih banyak 
membiayai investasi sumber daya manusia. 
4. Pendapatan dari upah yang merupakan penghasilan bagi pekerja merupakan 
bagian terbesar dari pendapatan rumah tangga dan memiliki kontribusi utama 
dalam mempengaruhi distribusi pendapatan rumah tangga. 
Lyndon Pangemanan (2001) melakukan studi mengenai faktor-faktor yang 
mempengaruhi distribusi pendapatan di Indonesia dengan menggunakan data tahun 
1980-1996 untuk 26 propinsi di Indonesia. Variabel terikat yang digunakan sebagai 
ukuran distribusi pendapatan adalah Indeks Gini, sedangkan variabel bebas yang 
digunakan adalah proporsi penduduk usia 60 tahun ke atas, proporsi anggota rumah 
tangga terdidik, proporsi jumlah rumah tangga yang bekerja di sektor industri, 
pertumbuhan pendapatan nasional dan distribusi sektor industri pengolahan terhadap 
PDRB. Estimasi yang digunakan adalah metode GLS dengan menggunakan fixed 
effect, dengan hasil sebagai berikut: 
1. Kenaikan penduduk usia 60 tahun ke atas secara signifikan menurunkan distribusi 
 pendapatan, karena penduduk usia lanjut mayoritas berada pada kelompok rumah 
tangga berpenghasilan menengah ke atas. 
2. Kenaikan proporsi penduduk yang bekerja dan terdidik akan meningkatkan 
distribusi pendapatan rumah tangga, karena ketidakmerataan distribusi 
pendidikan. 
3. Kenaikan proporsi anggota rumah tangga yang bekerja di sektor industri akan 
meningkatkan distribusi pendapatan rumah tangga, karena adanya kesenjangan 
tingkat upah yang cukup tinggi antar pekerja yang bekerja di sektor industri 
pengolahan, dimana sebagian kecil pekerja bekerja sebagai manajer, teknisi, dan 
atau yang memiliki keahlian tinggi. 
4. Kenaikan pertumbuhan ekonomi menurunkan distribusi pendapatan rumah tangga. 
Hal ini sesuai dengan teori Kuznets yang menyatakan bahwa pada awal tahap 
pembangunan, distribusi pendapatan akan meningkat seiring dengan kenaikan 
pertumbuhan ekonomi. Pada tingkatan pertumbuhan tertentu, distribusi 
pendapatan akan semakin menurun walaupun pertumbuhan ekonomi terus 
meningkat. 
Sutarno (2003) melakukan penelitian dalam bentuk jurnal yang berjudul 
“Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Antar Kecamatan di Kabupaten Banyumas, 
1993-2000”. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi pertumbuhan ekonomi 
dan memahami kesenjangan antar kecamatan di Kabupaten Banyumas. Alat analisis 
yang digunakan adalah Tipologi Klassen, Indeks Williamson, Indeks Theil serta trend 
dan Korelasi Pearson. Hasil analisis menunjukkan bahwa dengan menggunakan 
Tipologi Klassen, Kabupaten Banyumas dapat diklasifikasikan menjadi empat 
kelompok, yaitu Kecamatan dengan pertumbuhan dan pendapatan tinggi, pendapatan 
tinggi tetapi pertumbuhan rendah, pertumbuhan tinggi tetpi pendapatan rendah, dan 
 pertumbuhan dan pendapatan rendah. Berdasarkan Indeks Williamson dan Indeks 
Theil, ditemukan bahwa masih terdapat disparitas yang dilihat dari PDRB per kapita 
antar kecamatan di Kabupaten Banyumas antara periode tahun 1993-2000. Yang lebih 
penting, ternyata Hipotesis Kuznets berlaku di Kabupaten Banyumas. Dan yang 
terakhir, ada hubungan yang negatif antara Indeks Williamson dan Indeks Theil 
terhadap pertumbuhan PDRB. 
Adrian Coto (2006) dalam thesisnya yang berjudul “Pengaruh Pertumbuhan 
Ekonomi, Kontribusi sektor industri, Upah Minimum dan Tingkat Pendidikan 
terhadap Distribusi pendapatan di Indonesia” menggunakan metode estimasi fixed 
effect yang memungkinkan perbedaan tingkat distribusi pendapatan rumah tangga 
pada setiap propinsi di Indonesia.  
Data yang digunakan adalah data panel dengan 26 propinsi di Indonesia pada 
tahun 1993, 1996 dan 1999. Hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan 
ekonomi mempengaruhi prsentase pendapatan 40 persen kelompok rumah tangga 
berpenghasilan terendah secara positif dan signifikan. Sebaliknya, persentase output 
sektor industri pengolahan, upah minimum regional dan tingkat pendidikan pekerja 
mempengaruhi persentase pendapatan 40 persen kelompok pendapatan rumah tangga 
berpenghasilan terendah secara negatif dan signifikan.  
Krisis ekonomi telah membawa dampak pengaruh pertumbuhan ekonomi 
terhadap kesenjangan distribusi pendapatan semakin memburuk. Sebaliknya, 
pengaruh persentase output sektor industri pengolahan dan upah minimum regional 
memperbaiki kesenjangan distribusi pendapatan. 
Joko Waluyo (2006). Penelitian dalam bentuk jurnal yang dilakukan oleh Joko 
Waluyo dengan judul “Hubungan antara Tingkat Distribusi pendapatan dengan 
Pertumbuhan Ekonomi: Suatu Studi Lintas Negara”. Dari hasil analisis dan 
 pembahasan terhadap estimasi model regresi, dapat disimpulkan bahwa hubungan 
antara distribusi pendapatan dengan pertumbuhan ekonomi adalah negatif dan 
signifikan. Artinya, setiap ada penurunan distribusi pendapatan, maka akan 
menaikkan pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya setiap ada kenaikan pertumbuhan 
ekonomi, maka akan menurunkan distribusi pendapatan. Hal ini tidak sesuai dengan 
Hipotesis Kuznets yang menyatakan bahwa dalam jangka pendek, hubungan antara 
kesenjangan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi adalah positif dan signifikan. 
Hubungan negatif akan terjadi dalam jangka panjang. 
 Mudrajad Kuncoro (2006) melakukan penelitian dalam bentuk artikel yang 
berjudul “Aglomerasi Perkotaan di DIY : Apa, Dimana, dan Mengapa?”. Penelitian 
ini meneliti kecenderungan aglomerasi di DIY, ketimpangan antar daerah di DIY, dan 
faktor-faktor penyebab ketertinggalan beberapa daerah di DIY. Penelitian ini 
menggunakan data-data sekunder seperti jumlah penduduk, PDRB Kabupaten/kota, 
IPM (Indeks Pembangunan Manusia), serta dilengkapi dengan peta persebaran 
industri menengah dan besar per kecamatan berdasarkan penyerapan tenaga kerja. 
 Artikel ini mencoba memberikan bukti empiris adanya perkembangan 
aglomerasi di DIY, yang ternyata membentuk aglomerasi penduduk dan industri pada 
saat yang bersamaan. Adanya aglomerasi aktivitas ekonomi dan penduduk di DIY 
yang cenderung ke arah utara yang telah menyebabkan peningkatan ketimpangan 
pembangunan antar kabupaten/kota di DIY, sehingga diperlukan reorientasi strategi 
pembangunan daerah, misalnya dengan menyusun perencanaan jangka panjang dan 
rencana aksi bagi daerah tertinggal. 
 
 
 
 
 
 
 2.2.  Kerangka Pikir 
Masalah distribusi pendapatan merupakan bagian yang terpenting dalam 
mengukur pembangunan ekonomi, alasannya karena dengan naiknya distribusi 
pendapatan maka akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hal ini sesuai dengan 
pendapat yang dikemukakan oleh Sukirno (2000, hal. 5) bahwa pembangunan ekonomi 
adalah merupakan proses yang menyebabkan pendapatan perkapita masyarakat 
meningkat dalam jangka panjang. Namun permasalahan yang dihadapi saat ini 
menunjukkan bahwa dalam distribusi pendapatan yang terjadi, bahwa hanya 20% 
penduduk yang memiliki distribusi pendapatan yang tinggi, sedangkan 80% bagi 
penduduk menengh ke bawah (Ahlwuwalia, 1997) 
Melihat tingkat presentasi distribusi pendapatan, maka terdapat sejumlah faktor-
faktor yang mempengaruhi. Hal ini dilakukan oleh P. Estudillo (1991) yang menemukan 
bahwa populasi dan upah tenaga memiliki  pengaruh terhadap distribusi pendapatan.  
Lebih lanjut penelitian yang dilakukan Andrian Coto (2006) yang menemukan 
pertumbuhan ekonomi, kontribusi sektor industri dan upah minimum tenaga kerja 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap distribusi pendapatan. Berdasarkan hasil 
penelitian sebelumnya maka dalam penelitian ini dilakukan pengujian mengenai faktor-
faktor yang mempengaruhi distribusi pendapatan, dimana dalam mengukur distribusi 
pendapatan khususnya di Sulawesi Selatan maka variabel yang akan dijadikan variabel 
bebas adalah populasi, kontribusi sektor industri dan UMR, sedangkan variabel terikat 
adalah pertumbuhan ekonomi dan  distribusi pendapatan dengan pengujian model 
regresi. Alasan pemilihan analisis regresi karena dalam penelitian ini dilakukan 
pengujian apakah setiap variabel (populasi, kontribusi output industri, UMR) 
berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan khususnya di 
propinsi Sulawesi Selatan. 
 Gambar 2 
Kerangka pikir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3. Hipotesis 
Berdasarkan rumusan masalah, maka akan disajikan beberapa hipotesis penelitian 
yaitu sebagai berikut : 
1. Diduga bahwa populasi berpengaruh positif signifikan secara langsung terhadap 
ketimpangan distribusi pendapatan, dan berpengaruh negatif signifikan  secara 
tidak langsung terhadap ketimpangan distribusi pendapatan melalui pertumbuhan 
ekonomi 
2.  Diduga bahwa UMR berpengaruh negatif siginifikan secara langsung terhadap 
ketimpangan distribusi pendapatan, dan berpengaruh negatif signifikan secara 
tidak langsung terhadap ketimpangan distribusi pendapatan melalui pertumbuhan 
ekonomi 
3.  Diduga bahwa kontribusi sektor industri berpengaruh negatif siginifikan  secara 
langsung terhadap ketimpangan distribusi pendapatan dan berpengaruh positif 
signifikan secara tidak langsung terhadap ketimpangan distribusi pendaptan 
melalui pertumbuhan ekonomi  
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 BAB III 
METODE  PENELITIAN 
 
3.1  Lokasi Penelitian 
Adapun yang menjadi obyek penelitian ini adalah pada kantor BPS  yang berlokasi di 
kota Makassar. 
 
3.2. Jenis dan Sumber Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat 
kuantitatif yaitu data yang diperoleh dari BPS di kota Makassar dalam bentuk angka-
angka dan masih perlu dianalisis kembali, yang  meliputi data time series dari tahun 2001 
s/d tahun 2010 tentang penduduk (populasi), pertumbuhan ekonomi, data umur, 
kontribusi output industri, proporsi anggota keluarga yang bekerja di sektor industri. 
Sedangkan data kualitatif meliputi beberapa hasil studi kepustakaan dan artikel 
yang berguna bagi penelitian ini yang diperoleh dari BPS, artikel-artikel dan tulisan-
tulisan yang diperoleh dengan fasilitas internet yang berguna bagi penelitian ini. 
 
3.3 Metode Analisis. 
Berdasarkan kerangka pikir yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat 
dijabarkan hubungan variabel dependen dan variabel independen dalam suatu hubungan 
fungsional sebagai berikut  
Y1 =  f (X1, X2, X3) ……………………………………………….   (1) 
Y2 = f (X1, X2, X3, Y1)……………………………………………   (2) 
Dimana : 
     = Pertumbuhan ekonomi 
    = Ketimpangan distribusi pendapatan 
    = Populasi 
   = UMR 
   = Kontribusi output industri  
 
Hubungan fungsional tersebut dapat ditulis dalam suatu persamaan non linear sebagai 
berikut : 
 =   …………………………….    ( 3) 
 
 =    ………………………   (4) 
 
Persamaan non linear di atas untuk selanjutnya dilinearkan dengan logaritma 
natural, sehingga diperoleh : 
= ln + ln + ln + ln + ………………...  (5) 
          = ln + ln + ln + + + …………...  (6) 
    Dimana : 
  =  Pengaruh langsung populasi terhadap pertumbuhan ekonomi 
  =  Pengaruh langsung UMR terhadap pertumbuhan ekonomi 
  =  Pengaruh langsung kontribusi sektor induistri terhadap  pertumbuhan ekonomi 
  = error term 
 
  Subst’ Persamaan (5) ke dalam persamaan (6) : 
  = ln + ln + ln + + (ln ln + ln + + )+  
      = (ln + ln )+( + )ln +( )ln +( + )ln +( + ) 
      = + ln +  ln + + ……………………………………   (7) 
 
 Dari persamaan persamaan yang telah dijabarkan sebelumnya maka dapat 
ditulis ulang persamaan reduced form sebagai berikut : 
= ln + ln + ln + ln + …………………………   (5) 
   = + ln +  ln + + …………………………..…   (7) 
 Dimana :  
        =  Total konstanta 
       = Total Pengaruh populasi ( ) terhadap ketimpangan distribusi pendapatan     
( ) yang terdiri dari pengaruh langsung populasi ( ) terhadap  
ketimpangan distribusi pendapatan ( ), dan pengaruh tidak langsung 
populasi terhadap Ketimpangan distribusi pendapatan ( ) melalui 
pertumbuhan ekonomi ( ) 
      =  Pengaruh langsung populasi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan  
     =  Pengaruh tidak langsung populasi ( terhadap ketimpangan distribusi   
pendapatan ( ) 
     =   Total pengaruh UMR ( )terhadap ketimpangan distribusi pendapatan ( )   
yang terdiri  dari pengaruh langsung UMR ( ) terhadap ketimpangan 
distribusi pendapatan ( )dan pengaruh tidak langsung UMR ( ) 
terhadap ketimpangan distribusi pendapatan ( )    
                   =  Pengaruh langsung UMR( ) terhadap ketimpangan distribusi  
 pendapatan  
 = Pengaruh tidak langsung UMR ( )  terhdap ketimpangan distribusi 
pendapatan ( )    
        =  Total pengaruh kontribusi output industri ( ) terhadap ketimpangan 
distribusi pendapatan ( )   yang terdiri dari pengaruh langsung kontribusi 
output industria ( )  terhadap ketimpangan distribusi pendapatan ( )   , 
dan pengaruh tidak langsung pengaruh kontribusi output industria ( )  
terhadap ketimpangan distribusi pendapatan ( )    
         =   Pengaruh langsung kontribusi output industri ( ) terhadap ketimpangan 
distribusi     pendapatan ( )    
   =   Pengaruh tidak langsung kontribusi output industri ( )  terhadap 
ketimpangan   distribusi pendapatan ( )    
 3)  Pengujian Regresi 
1) Uji serempak ( Uji F)  
Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel bebasnya secara 
bersama-sama mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap variabel terikat. 
Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai            Fhitung dengan Ftabel pada 
derajat kesalahan 5% (α = 0.05). Apabila nilai Fhitung ≥ dari nilai Ftabel, maka berarti 
variabel bebasnya secara bersama-sama memberikan pengaruh yang bermakna 
terhadap variabel terikat atau hipotesis pertama diterima. 
2) Uji Parsial (Uji t)  
 Uji ini adalah untuk mengetahui apakah pengaruh masing-masing variabel bebas 
terhadap variabel terikat bermakna atau tidak. Pengujian dilakukan dengan 
membandingkan antara nilai thitung masing-masing variabel bebas dengan nilai ttabel 
dengan derajat kesalahan 5% (α = 0.05). Apabila nilai  thitung ≥ ttabel, maka variabel 
bebasnya memberikan pengaruh bermakna terhadap variabel terikat.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
 3.4 Definisi Variabel Operasional  
Seperti telah dijelaskan di atas, maka batasan variabel dari penelitian ini, antara 
lain : 
1. Ketimpangan distribusi pendapatan adalah ketidakmerataan pendapatan disejumlah 
daerah di sulawesi selatan yang di ukur dengan indeks gini atau ratio gini selama tahun 
2001 s/d 2010  
2. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu perubahan tingkat ekonomi yang dicapai oleh 
provinsi Sulawesi Selatan, parameter yang diukur yaitu dari perubahan persentase 
PDRB harga konstan dari tahun 2001 s/d 2010 dalam persen. 
3. Populasi adalah jumlah penduduk yang berdomisili di Sulawesi Selatan selama tahun 
2001 s/d 2010, yang berusia produktif 15 - 55 tahun yang diukur dalam juta jiwa. 
4. Upah mínimum regional (UMR) adalah upah minimum yang ditetapkan oleh 
pemerintah Sulawesi Selatan untuk tenaga kerja dari tahun 2001 s/d 2010 yang diukur 
dalam rupiah 
5. Kontribusi sektor industri adalah jumlah nilai hasil produksi industri dari tahun 2001 
s/d 2010 terhadap PDRB di Sulawesi-Selatan yang dinyatakan dalam rupiah. 
 
 
 
 
 
 
 BAB. IV 
ANALISIS PEMBAHASAN HASIL 
 
4.1  Gambaran Umum Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan  
Ekonomi makro provinsi Sulawesi Selatan menunjukan perkembangan yang 
cukup baik dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi mampu tumbuh dengan rata-rata 
di atas 3 % selama sepuluh  tahun terakhir. Seiring dengan tingginya pertumbuhan 
perekonomian Sulawesi selatan, pendapatan masyarakat yang terlihat dari PDRB per 
kapita juga terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan rata-rata 
pertumbuhan hampir 4,84 % per tahun menurut harga konstan dalam kurun waktu 10 
tahun terakhir. 
 
 4.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan 
Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya nilai PDRB (atas dasar 
harga konstan) yang berhasil diciptakan pada tahun tertentu dibandingkan dengan 
nilai tahun sebelumnya. Penggunaan atas dasar harga konstan ini dimaksudkan untuk 
menghindari pengaruh perubahan harga, sehingga perubahan yang diukur merupakan 
pertumbuhan rill ekonomi. Mulai tahun 2001, pertumbuhan rill ekonomi baik nasional 
maupun regional dihitung dengan menggunakan harga konstan tahun 2000 sebagai 
tahun dasar 
Tabel di bawah ini menyajikan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan 
ekonomi Sulawesi Selatan selama periode tahun 2001 – 2010 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 2 
 Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan Tahun 2001-2010 
Sumber : Data dari BPS Sulawesi-Selatan 
Selama periode 2001-2004, perekonomian Sulawesi Selatan relative stabil 
dengan rata-rata pertumbuhan 4,91 persen pertahun. Walaupun sampai saat ini 
ekonomi Sulawesi Selatan belum sebaik sebelum tahun 1997, namun dari tahun ke 
tahun tampak terjadi penigkatan yang cukup signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan 
pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan yang semakin baik, yakni pad tahun 2001 
tumbuh sekitar 5,11 persen, kemudian tumbuh lagi walaupun agak lambat 4,10 persen 
pada tahun 2002, selanjutnya pada tahun 2003 tumbuh 5,25 persen, dan pada tahun 
2004 ini pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan mencapai angka 5,20 persen.  
Selama periode 2005-2010, perekonomian Sulawesi Selatan juga relative 
stabil dengan rata-rata pertumbuhan  7,05 pertahun, lebih baik dibanding rata-rata 
sebelumnya yang mencapai 6,62 persen per tahun. Setelah krisis ekonomi tahun 1998, 
kinerja ekonomi Sulawesi Selatan terus membaik sejak tahun 2001. Pertumbuhan 
ekonomi Sulawesi Selatan pada tahun 2006 mencapai 6,72 persen, kemudian sedikit 
melambat pada tahun 2007 tumbuh 6,34 persen pada tahun 2008 pertumbuhan 
Tahun 
PDRB adh 
Berlaku 
(milyar Rp) 
Perkembangan 
(persen) 
PDRB adh 
Konstan 
(milyar Rp) 
Pertumbuhan 
(persen) 
2001 34.770,98 13,03 32.334,91 5,11 
2002 38.522,67 10,79 33.659,13 4,10 
2003 42.855,87 11,25 35.426,05 5,25 
2004 48.509,53 13,19 37.266,97 5,20 
2005 51.780,44 15,72 36.421,78 6,05 
2006 60.902,82 17,62 38.867,68 6,72 
2007 69.271,92 13,74 41.332,43 6,34 
2008 85.143,19 22,91 44.549,82 7,78 
2009 99.954,60 17,40 47.326,08 6,20 
2010 117.830,27 17,88 51.197,03 8,18 
Rata-rata XXX 17,91 XXX 7,05 
 ekonomi Sulawesi Selatan mencapai angka 7,78 persen, namun di tahun 2009 sedikit 
melambat dengan tumbuh 6,23 peren. Selanjutnya pada tahun 2010 petumbuhan 
kembali meningkat cukup besar 8,18 persen. 
Dengan berkembangnya perekonomian Sulawesi Selatan akan berdampak 
pada peningkatan PDRB Perkapita. Namun angka tersebut belum menggambarkan 
penerimaan penduduk secara nyata dan merata, karena angka itu merupakan angka 
rata-rata. Walaupun  demikian angka tersebut sudah dapat digunakan sebagai salah 
satu indikator untuk melihat rata-rata tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah. 
Setiap tahun PDRB Perkapita Sulawesi Selatan mengalami peningkatan yang 
cukup pesat misalnya dari 4.362.110 rupiah pada tahun 2001 menjadi 5.746.545 
rupiah pada tahun 2004. Sedangkan dalam lima tahun terakhir sampai 2010 tetap 
mengalami peningkatan misalnya dari 7,92 juta rupiah pada tahun 2006 menjadi 
14,66 juta rupiah pada tahun 2010 atau meningkat 1,8 kali lipat lebih. 
Bila dibandingkan dengan PDB Perkapita Nasional, PDRB Perkapita Sulawesi 
Selatan masih relative lebih rendah. Pada tahun 2006 misalnya, PDB Perkapita 
Nasional telah mencapai 14.893.259 rupiah, dan pada tahun 2010 telah mencapai 
angka sekitar 27.027.783 rupiah. 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
PDRB/KapitaSul-Sel 4,362 4,730 5,150 5,746 6,895 7,920 8,907 10,82 12,56 14,66
PDR/Kapita Nasional 8,080 8,828 9,572 10,64 12,67 14,89 17,35 21,44 23,90 27,02
-
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Gambar 3 : PDRB Perkapita Sulawesi Selatan dan PDB Perkapita 
Nasional Tahun 2001-2010
 
Sumber : Data diolah dari BPS Sulawesi-Selatan 
   4.1.2 Konstribusi Sektor Industri Terhadap Pembangunan di Sulawesi Selatan 
Sektor industri merupakan sektor yang  juga sangat berperan dalam 
pembangunan ekonomi karena dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sektor 
industri juga memegang peranan penting sebagai faktor produktif dalam 
memaksimumkan pembanguna. Perkembangan sektor industri tidak hanya ditandai 
dari perkembangan volume produksi, melainkan juga oleh makin beranekaragamnya 
jenis produk yang dihasilkan serta mutu yang semakin meningkat. Sektor industri juga 
berperan dalam meningkatkan lapangan pekerjaan yang luas sehingga mengkasilkan 
pendapatan bagi masyarakat. 
Di Provinsi Sulawesi Selatan dalam 10 tahun terakhir ini sektor industri 
pengolahan telah mengalami perkembangan yang relatif baik. Hal ini terlihat dari 
semakin meningkatnya sumbangan sektor industri pengolahan terhadap Produk 
Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulawesi Selatan.  
 Dari tabel di bawah ini terlihat bahwa sektor industri tiap tahun terus 
mengalami pertumbuhan dengan rata-rata pertumbuhan tiap tahun sebesar 13,55 %. 
Pada tahun 2002 konstribusinya sebesar Rp.5.088.357,88 juta dengan pertumbuhan 
10,03 pada tahun 2003 meningkat sebesar 12,91% sebesar Rp. 5.745.283,51. Pada 
tahun 2004 meningkat lagi menjadi Rp.6.527.538,81 juta dengan pertumbuhan 
sebesar 13,62%. Namun pada tahun 2005 pertumbuhannya menurun menjadi 9,35% 
dan pada tahun berikutnya 2006 meningkat signifikan yaitu 15,52% sebesar 
Rp.8.245.336,39. Pada tahun 2007 konstribusinya sebesar Rp.9.158.552,38 dengan 
pertummbuhan sebesar 11,08% dan pada tahun 2008 meningkat signifikan sebesar 
20,77% sejumlah Rp.11.060.440,24. Pada tahun 2009 total produksinya sebesar 
Rp.12.514.885,58 dengan pertumbuhan 13,15% dan ditahun 2010 meningkat menjadi 
15,52% sebesar 14.457.258,62.  
Tabel 3 
Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB di Sulawesi Selatan 
Tahun 2001-2010 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Sumber : Data diolah dari BPS Sulawesi-Selatan 
 
 
Tahun Jumlah Pertumbuhan 
2001 4.624.519,37 - 
2002 5.088.357,88 10,03 
2003 5.745.283,51 12,91 
2004 6.527.538,81 13,62 
2005 7.137.863,57 9,35 
2006 8.245.336,39 15,52 
2007 9.158.552,38 11,08 
2008 11.060.440,24 20,77 
2009 12.514.885,58 13,15 
2010 14.457.258,62 15,52 
     4.1.3 Populasi Penduduk Sulawesi Selatan (berumur produktif usia ( 15-55   tahun) 
Penduduk usia kerja dapat dibedakan menjadi dua kategori berdasarkan 
kegiatannya, yaitu penduduk yang tercakup sebagai angkatan kerja dan penduduk 
bukan sebagai angkatan kerja. Kategori angkatan kerja mencakup penduduk usia kerja 
yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, yaitu mereka yang bekerja dan yang mencari 
pekerjaan. Selanjutnya, penduduk usia kerja yang tidak melakukan kegiatan ekonomi 
tercakup dalam kategori bukan angkatan kerja, yaitu mereka yang bersekolah, 
mengurus rumahtangga dan melakukan kegiatan lain. Dalam tulisan ini, yang 
dimaksud dengan penduduk usia kerja adalah penduduk usia 10 tahun ke atas. 
Tabel dibawah ini menunjukkan jumlah angkatan kerja Sulawesi selatan selama 
tahun 2001 sampai 2010. Selama sepuluh tahun jumlah angkatan kerja terus 
mengalami perkembangan. Pada tahun 2001 jumlah angkatan kerja sebesar 2.256.578 
orang meningkat menjadi 2.347.693 orang ditahun 2002 sedangkan jumlah angkatan 
kerja yang bekerja yaitu sebesar 2.142.645 orang. pada tahun 2003 jumlah angkatan 
kerja meningkat menjadi 2.578.943 orang sedangkan yang bekerja berjumlah 
2.358.527 orang. Pada tahun 2004 jumlah angkatan kerja sebesar 2.783.364 orang dan 
yang bekerja berjumlah 2.476.267 orang meningkat menjadi 2.658.375 orang ditahun 
2005. Pada tahun 2006 jumlah angkatan kerja bertambah menjadi 3.139.320 orang dan 
yang bekerja berjumlah 2.738.632 orang. Tahun 2007 jumlah angkatan kerja 
meningkat menjadi 3.312.177 orang sedangkan yang bekerja berjumlah 2.939.463 
orang. Tahun 2008 jumlah angkatan kerja mencapai angka 3.447.879 orang dan yang 
bekerja berjumlah 3.136.111 orang dan pada tahun 2009 bertambah menjadi 3.536.920 
orang. Terakhir pada tahun 2010 jumlah angkatan kerja sebesar 3.571.317 orang dan 
yang bekerja sebesar 3.272.365 
 
 Tabel 4 
Populasi Penduduk Sulawesi Selatan (berumur produktif usia 15-55 tahun) 
Tahun 2001-2010 
 
         
 Sumber : Data dari BPS Sulawesi-Selatan 
    4.1.4 Upah Minimum Regional Provinsi Sulawesi Selatan 
Upah Minimum Regional adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh 
para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pegawai, 
karyawan atau buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya 
Upah mempunyai kedudukan yang strategis bagi tenaga kerja itu sendiri , 
perusahaan dan bagi pemerintah. Di Indonesia menunjukkan bahwa upah 
tampaknya telah menjadi alat yang efektif dari pemerintah untuk 
mengontrol buruh. Bagi tenaga kerja itu sendiri upah d i gu n ak an  un t uk  
m en gh id up i  k eb tuh an  h id up n ya  d an  k e l u ar gan ya ,  s ed an gk an  
b ag i  perusahaan upah salah satu sumber biaya dalam menentukan dan 
mempengaruhi produksitotal perusahaan itu sendiri dan harga dari output suatu 
barang, sedangkan bagi perusahaan upah di gunakan untuk pemerataan pendapatan 
dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintahdi Indonesia, menaikkan upah dan 
Tahun Angkatan Kerja Bekerja Tidak Bekerja 
2001 2.256.578 2.021.674 234.904 
2002 2.347.693 2.142.645 205.048 
2003 2.578.943 2.358.527 220.416 
2004 2.783.364 2.476.267 307.097 
2005 2.987.658 2.658.375 329.283 
2006 3.139.320 2.738.632 400.688 
2007 3.312.177 2.939.463 372.714 
2008 3.447.879 3.136.111 311.768 
2009 3.536.920 3.222.256 314.664 
2010 3.571.317 3.272.365 298.952 
 biaya buruh, ketika memang ada kebutuhan untuk itu demi pembangunan 
ekonomi.S a l ah  sa tu  cam pu r  t an gan  
Dari tabel di bawah dapat dilihat Upah Minimum Regional(UMR) Sulawesi - 
Selatan dari tahun 2001 sampai tahun 2002 selalu mengalami peningkatan hal ini 
disebabkan karena kebutuhan hidup pekerja selalu meningkat tiap tahunnya.Pada 
tahun 2001 UMR sebesar Rp.300.000 meningkat menjadi Rp.375.000 pada tahun 
2002. Tahun 2003 berjumlah Rp.415.000 bertambah lagi sebesar Rp.455.000 di tahun 
2004. Tahun 2004 UMR berjumlah Rp.455.000 dan pada tahun 2005 bertambah 
menjadi Rp.510.00 meningkat lagi pada tahun 2006  
menjadi Rp.612.000. Tahun 2007 UMR sebesar Rp.679.000 meningkat 
menjadi Rp.950.000 pada tahun 2008. Baru pada tahun 2009 UMR mencapai 
Rp.1.000.000 dan terakhir pada tahun 2010 sebesar Rp.1.100.000. 
 
Tabel 5 
Upah Minimum Regional (UMR) Sulawesi Selatan Tahun 2001-2010 
 
 
 
 
 
                      
 
 
 
 
 
 
Sumber : Data dari BPS Sulawesi-Selatan 
 
Tahun UMR  Perhari UMR Perbulan 
2001 12.000 300.000 
2002 15.000 375.000 
2003 16.600 415.000 
2004 18.200 455.000 
2005 20.400 510.000 
2006 24.480 612.000 
2007 26.928 679.000 
2008 36.900 950.000 
2009 40.000 1.000.000 
2010 45.000 1.100.000 
  4.1.5 Distribusi Pendapatan di Sulawsi Selatan yang di ukur dengan Indeks gini 
Berdasarkan  data yang diperoleh indeks gini untuk provinsi Sulawesi selatan 
dari tahun 2001 hingga tahun 2010 dapat dilihat pada table. yang  menunjukkan 
bahwa ketimpangan distribusi pendapatan masih relatif rendah. Meskipun demikian 
indeks Gini Provinsi Sulawesi Selatan sudah mendekati batas ketimpangan untuk 
distribusi pendapatan sedang (antara 0,3 – 0,4)  itu dapat dilihat dari ketimpangan gini 
ratio Provinsi Sulawesi pada 2001-2002 dengan indeks Gini pada waktu itu sebesar 
0,27 dan 0,28 . namun setelah periode tahun 2003 indeks gini mulai mendekati angka 
0,3 hingga tahun 2010 angka indeks gini provinsi Sulawesi selatan mendekati angka 
0,4  
 
Jika dilihat dari table indeks gini unruk provinsi Sulawesi Selatan, terlihat 
bahwa indeks Gini provinsi Sulawesi Selatan dari tahun ke tahun semakin memiliki 
trend menaik. Hal ini tentu saja mengkhawatirkan karena disaat pertumbuhan 
ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan sedang naik namun distribusi pendapatan yang 
terjadi di masyarakat malah semakin kurang merata. Ketika pertumbuhan ekonomi di 
Provinsi Sulawesi Selatan mencapai angka tertinggi dalam Sepuluh tahun terakhir 
mulai tahun 2001 sampai tahun 2010 sebesar 8,18 % justru ketimpangan distribusi 
pendapatan penduduk di kota ini semakin meningkat mendekati 0,4 ( ketimpangan 
relatif sedang 
 
 
 
 
 
 Tabel 6 
Indeks Gini Provinsi Sulawesi Selatan 
Tahun 2001 - 2010 
 
 
 
 
 
 
                                         
 
 
 
 
 
 
Sumber : Data dari BPS Sulawesi-Selatan 
 
 
4.2 Analisi Hasil  
 
Dalam sub bab ini akan dibahas hasil estimasi pengaruh langsung, pengaruh tidak 
langsung dan total pengaruh populasi penduduk Sulawesi selatan yang berumur 
produktif, Upah minimum regional , dan kontribusi sektor industri terhadap PDRB, di 
Sulawesi selatan dan indeks gini Sulawesi selatan tahun 2001 hingga tahun 2010, yang 
dapat dilihat dari Tabel  berikut. 
 
 
 
 
Tahun Angka Indeks Gini 
2001 0.27 
2002 0.28 
2003 0.3 
2004 0.32 
2005 0.34 
2006 0.35 
2007 0.37 
2008 0.36 
2009 0.39 
2010 0.4 
                                         Tabel 7 
Hasil Estimasi Variabel X dan Variabel Y menggunakan program Amos 18 
    Sumber : Data diolah menggunkan Amos 8 
4.2.1 Pengaruh tingkat populasi penduduk terhadap ketimpangan distribusi pendaptan di 
Sulawesi- Selatan. 
a. Pengaruh langsung populasi terhadap ketimpangan distribusi pendaptan di 
Sulawesi- Selatan 
Besarnya pengaruh langsung populasi penduduk terhadap ketimpangan 
distribusi pendapatan sebesar 0.194 , hal ini berarti ketika jumlah populasi 
penduduk yang berumur produktif meningkat sebsesar 1 persen, akan 
meningkatkan angka ketimpangan distribusi pendapatan sebesar 0.194 point , 
dengan nilai probabilitas(tingkat signifikansi) sebesar 0.001 yang berarti pengaruh 
langsung populasi penduduk terhadap ketimpangan distribusi pendapatan 
berpengaruh sangat signifikan pada tingkat signifikansi 5%. Pengaruh tidak 
langsung populasi penduduk terhadap ketimpangan distribusi pendapatan sebesar -
0.01 sedangkan total pengaruh populasi penduduk terhadap ketimpangan 
distribusi pendapatan sebesar 0.184. 
 
Estimasi 
 
Estimasi 
 
Estimasi 
total 
Probabilitas 
pengaruh pengaruh 
langsung tidak langsung 
  
X 1 terhadap Y 1 1.963 0 1.963 0.102 
X 1 terhadap Y2 0.194 - 0.01 0.184 0.001 
X 2 terhadap Y 1 -1.26 0 -1.26 0.006 
X 2 terhadap Y 2 -0.113 0.006 -0.106 0.001 
X 3 terhadap Y 1 3.437 0 3.437 0.001 
X 3 terhadap Y 2 0.175 -0.018 0.157 0.001 
Y 1 terhadap Y 2 -0.005 0 -0.005 0.002 
 b. Pengaruh tidak langsung populasi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di 
Sulawesi Selatan. 
Besarnya pengaruh tidak langsung jumlah populasi penduduk terhadap 
ketimpangan distribusi pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi sebesar 1.963, 
namun dalam hasil analsis data ternyata ditemukan bahwa tidak ada hubungan 
yang  signifikan antara jumlah populasi penduduk yang berumur produktif 
terhadap ketimpngan distribusi pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi, hal ini 
dapat dilihat dari nilai probabilitas(tingkat signifikansi) jumlah penduduk terhadap 
PDRB sebesar 0.102 yang menujukkan angka tersebut melebihi tingkat siginikansi 
0.05 atau 5% 
 
4.2.2 Pengaruh Upah Minimum Regional terhadap Ketimpngan distribusi pendapatan di 
Sulawesi Selatan 
a. Pengaruh langsung minimum regional terhadap ketimpngan distribusi pendapatan 
di Sulawesi Selatan 
Besarnya pengaruh langsung UMR terhadap ketimpangan distribusi 
pendapatan sebesar -0.113, hal ini berarti ketika UMR meningkat sebesar 1 persen 
maka akan menurunkan angka ketimpangan distribusi pendapatan sebsar -0.113, 
dengan nilai probabilitas (tingkat signifikansi) sebesar 0.001 dengan kata lain 
pengaruh UMR terhadap ketimpangan distribusi pendapatan berpengaruh secara 
signifikan pada tingkat signifikansi  5%. Pengaruh tidak langsung UMR terhadap 
ketimpangan distribusi pendapatan sebesar  0.006 sedangkan total  pengaruh 
UMR terhadap ketimpngan distribusi pendapatan sebesar  -0.106 dengan tingkat 
sinifikansi 0.001.  
 b. Pengaruh tidak langsung upah minimum regional terhadap ketimpngan distribusi 
pendapatan di Sulawesi Selatan 
Besarnya pengaruh tidak langsung  Upah Minimum Regional terhadap 
ketimpngan distribusi pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi sebesar  -1.26 ini 
berarti ketika UMR meningkat sebesar 1 persen  maka akan menurunkan PDRB  
sebesar -1.26 persen.  Dengan nilai probabilitas 0.006, dengan kata lain pengaruh  
upah minimum regional (UMR) terhadap ketimpangan dstribusi pendapatan 
melalui pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara signifikan  pada tingkat 
signifikansi 5%. 
4.2.3 Pengaruh Kontribusi sektor industri terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di 
Sulawesi selatan 
a. Pengaruh langsung kontribusi sektor industri terhadap ketimpangan distribusi 
pendapatan di Sulawesi selatan 
Besarnya pengaruh  langsung  kontribusi sektor industri terhadap 
ketimpangan distribusi pendapatan sebesar 0.175 yang berarti ketika kontribusi 
sektor industri meningkat sebesar  1persen maka akan meningkatkan angka 
ketimpangan distribusi  pendapatan sebesar 0.175 , dengan nilai probability 
(tingkat signifikansi)  0.001 yang berarti bahwa pengaruh kontribusi sektor 
industri terhadap ketimpangan distribusi pendapatan berpengaruh secara 
signifikan pada tingkat signifikansi 5%. Pengaruh tidak langsung  kontribusi 
sektor industri terhadap ketimpangan distribusi pendapatan sebesar -0.018, 
sedangkan total pengaruh  kontribusi sektor industri terhadap ketimpangan 
distribusi pendapatan sebesar 0.157 dengan tingkat signifikansi  0.001  
b. Pengaruh tidak langsung kontribusi sektor industri terhadap ketimpangan 
distribusi pendapatan di Sulawesi selatan 
 Besarnya pengaruh tidak langsung tingkat kontribusi sektor industri terhdap 
ketimpangan distribusi pendapatan  melalui pertumbuhan ekonomi sebesar 3.437 
yang berarti ketika kontribusi sektor industri meningkat sebesar 1 persen maka akan 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi(PDRB) sebesar 3.347, dengan nilai 
probabilitas (tingkat signifikansi) sebesar 0.001 yang berarti bahwa pengaruh 
kontribusi sektor industri terhadap ketimpngan distribusi pendapatan melalui 
pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan pada tingkat signifikansi sebesar  5 
%. 
4.2.4 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap tingkat ketimpnagn distribusi pendapatan 
di Sulawesi Selatan 
Besarnya pengaruh PDRB terhadap ketimpngan distribusi pendapatan di 
Sulawesi selatan sebesar -0.005 yang berarti ketika PDRB meningkat sebesar 1 persen 
maka akan menurunkan angka ketimpngan distribusi pendapatan yang di ukur dengan 
indeks gini sebesar -0.005, dengan nilai probabiliti (tingkat signifikansi) sebesar  
0.002  yang berarti pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) terhadap tingkat 
ketimpngan distribusi pendapatan di Sulawesi Selatan bepengaruh signifikan pada 
tingkat signifikansi 5% 
 
 
 
 
 
 
 4.3 Pembahasan Hasil Penelitian 
 
Dalam sub bab ini akan dibahas analisis dan implikasi dari tujuan penelitian 
dengan mempertimbangkan hipotesis yang telah dijelaskan sebelumnya dengan metode 
model regresi  
4.3.1 Pengaruh populasi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan  
Hasil studi ini menujukkan indikasi bahwa jumlah populasi penduduk yang 
berumur produktif  baik yang sudah bekerja maupun yang belum bekerja di Sulawesi 
Selatan berpengaruh positif signifikan secara langsung terhadap ketimpangan 
ditribusi, namun tidak berpengaruh signifikan secara tidak  langsung terhadap 
distribusi pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi.  
Jumlah populasi penduduk yang berumur produktif  baik yang sudah bekerja 
maupun yang belum bekerja, akan meningkatkan angka ketimpangan distribusi 
pendapatan (gini ratio) di Sulawesi selatan, hal  ini dikarenakan proporsi  jumlah 
penduduk yang bekerja di Sulawesi selatan masih belum merata disejumlah  daerah, 
mereka masih banyak yang bekerja  di pedesaan dibandingkan di perkotaan, sehingga 
terjadi perbedaan  penghasilan antar mereka yang bekerja di kota dan mereka yang 
bekerja di desa . mereka yang bekerja di perkotaan memiliki tingkat penghasilan yang 
tinggi jika dibandingkan dengan mereka yang bekerja di pedesaan, hal ini sesuai  
dengan   penelitian yang dilakukan oleh Jonna P. Estudillo (1997) yang 
mengemukakan bahwa kenaikan proporsi populasi penduduk di perkotaan berdampak 
pada memburuknya distribusi pendapatan penduduk. Distribusi pendapatan seluruh 
penduduk merupakan kombinasi dari distribusi pendapatan penduduk perkotaan dan 
pedesaan. 
Hasil dari studi ini memberikan implikasi bahwa populasi jumlah penduduk di 
Provinsi Sulawesi Selatan yang berusia produktif , baik yang sudah bekerja maupun 
 yang sedang mencari kerja/tidak bekerja lebih banyak yang  berada di pedesaan 
dibandingkan di perkotaan .sehingga akan meningkatkan angka ketimpangan 
distribusi pendapatan 
 
4.3.2 Pengaruh Upah Minimum Regional terhadap Ketimpngan Distribusi Pendapatan di 
Sulawesi Selatan. 
Hasil studi ini menunujukkan indikasi bahwa tingkat UMR penduduk 
Sulawesi Selatan berpengaruh negatif signifikan secara langsung terhadap  
Ketimpangan distribusi pendapatan, hal ini dikarenakan program pemerintah yang 
memang sengaja menetapakn tingkat upah yang seragam agar  tidak terjadi 
ketimpangan pengahsilan di di daerah-daerah, program ini akan mengurangi 
ketimpngan pengasilan pekerja yang tentunya juga akan mengurangi angka 
ketimpngan distribusi pendapatan di masyrakat , hal ini sesuai dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Jonna P. Estudillo (1997), yang mengemukakan bahwa upah   
merupakan penghasilan dari pekerja yang merupakan bagian dari pendapatan rumah 
tangga dan memiliki kontribusi utama  dalam mempengaruhi  ketimpangan distribusi 
pendapatan rumah tangga, yang selanjutnya akan mengurangi tingkat ketimpangan  
distribusi pendapatan.  
Selanjutnya hasil studi ini juga menunjukkan bahwa UMR berpengaruh 
negatif  siginifikan secara tidak langsung  terhadap ketimpangan distribusi pendapatan 
melalui pertumbuhan ekonomi,  hal ini disebabkan ketika tingkat upah masyarakat 
pekerja/buruh bertambah maka akan menambah  biaya produksi perusahaan dimana 
masayarakat /buruh  itu bekerja dan hal itu akan menurunkan jumlah produksi sebab 
beberapa alokasi biaya produksi akan dialihakan ke peningkatan UMR sehingga per 
tumbuhan ekonomi dari sisi produksi akan menurun,  
 4..3.3  Pengaruh Kontribusi Sektor Industri terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di   
Sulawesi Selatan  
Hasil studi menujukkan indikasi bahwa kontribusi sektor industri  berpengaruh 
positif signifikan secara langsung terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di 
Sulawesi Selatan. hal ini dikarenakan di Sulawesi selatan sebenarnya adalah daerah 
yang memiliki basic agraris yang memberikan cukup banyak kontribusi terhadap 
PDRB, banyak masyarakat yang tadinya bekerja di sektor tersebut, karena percepatan 
pembangunan maka masyarakat yang tadinya bekerja disektor agraris pelan-pelan 
mulai beralih ke sektor industri, namun karena adanya keterbatasan ketrampilan 
hanya sedikit dari mereka yang terserap ke sektor industri,  hal ini  akan menyebabkan 
semakin timpangnya distribusi pendapatan dari sektor indusri sebab banyak 
masyarakat yang akhirnya menganggur, dan hal ini juga akan menyebabkan 
keterbatsan jumlah output industri dikarenakan kemampuan masyarakat yang masih  
belum maksimal dalam mengelola sektor industri. Hal ini sesuai dengan  penelitian 
yang dilakukan oleh Adrian Coto (2006) dalam thesisnya yang berjudul “Pengaruh 
Pertumbuhan Ekonomi, Kontribusi sektor industri, Upah Minimum tenaga kerja 
berpengaruh posotif signifikan terhadap Distribusi pendapatan di Indonesia”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
 
Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan di atas, 
maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Populasi penduduk di Sulawesi Selatan yang berumur  produktif  usia 15 hingga 55 
tahun pada penelitian ini menujukkan pengaruh  langsung positif  dan signifikan 
terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Sulawesi Selatan dan bepengaruh 
secara positif namun tidak signifikan  terhadap ketimpngan distribusi pendapatan 
melalui perumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan. Hasil  ini memberikan implikasi 
bahwa populasi jumlah penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan yang berusia produktif 
baik yang bekerja maupun yang sedang mencari kerja/tidak bekerja lebih banyak yang  
berada di pedesaan dibandingkan di perkotaan 
2. Upah Minimum Regional (UMR) Sulawesi Selatan pada penelitian ini menunjukkan 
pengaruh langsung negatif dan  signifikan terhadap ketimpngan distribusi pendapatan, 
dan berpengaruh secara negatif juga signifikan terhadap ketimpangan distribusi 
pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi. Hasil ini memberikan implikasi bahwa di 
provinsi Sulawesi Selatan tingkat UMR yang ditetapkan oleh pemerintah  cukup 
tinggi karena dapat mengurangi angka ketimpngan distribusi pendapatan masayarakat 
di Sulawesi Selatan. 
3. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB di Sulawesi selatan pada penelitian ini 
menunjukkan pengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap ketimpangan 
distribusi pendapatan di Sulawesi Selatan, dan berpengaruh positif juga signifikan 
terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi selatan, hal ini memberikan implikasi 
bahwa kontribusi sektor indusrti di Provinsi Sulawesi Selatan baik dari indutri migas 
 maupun dari industri bukan migas dapat meningkatkan angka ketimpangan distribusi 
pendapatan,  
 
5.2  Saran 
Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang telah disimpulkan di atas maka 
penulis menyarankan  sebagai berikut 
 
1. Untuk mengurangi angka ketimpangan distribusi pendpatan antara masayarakat desa 
dan kota maka pemerintah Sulawesi Selatan perlu membuat program pelatihan 
ketenagakerjaan agar menambah skill dari penduduk yang berada di pedesaan agar 
mereka tidak hanya terampil mencari pengahsilan dari  sektor pertanian saja namun jg 
terampil di sektor-sektor lainnya.dengan adanya program ini diharapkan penghasilan 
masyarakat dapat ditingkatkan dan nantinya akan mengurangi angka ketimpangan 
distribusi pendapatan 
2. UMR provinsi Sulawesi Selatan sudah cukup bagus namun pemrintah agar kiranya 
dapat memperhatikan lagi tingkat UMR agar dapat disesuaikan dengan tingkat inflasi 
dan harga-harga umum di masa mendatang. Sebab jika tidak tingkat UMR yang ada 
sekarang nilainya akan semakin rendah jika dkurangi dengan tinglkat inflasi tiap 
tahunnya. 
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